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LEMBARAN DAERAH

a KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
.;“Noﬁor 18 Tahun 1993 ; Serei : D I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATRAH TINGKAT II MAGELANG

L TENTANG
PEETAPAN ANGGARAN' PENDAFATAN D/AN BELANJA DAERAH
.is 7 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGEIANG
{ ~oqens TAHUN ANGGARAN 1993/199%
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT MAGEIANG

-

P

Menimbang : bahwa Anggaran Pend'apatan dan Belanja Deerzah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Taln
Anggaran 1993 / 1994 perlu ditetapkan de
Pef'aturan Daex ah sesuai dengan Pasal &

(2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 .

-

.
¥
i

uen_.,nrﬂat : 1, Undang-urdang Nomor 5 Tahun 1974 tentarsg

Pakolk—-pokok Pemerintahan di Da\,rarl 3

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Per
aturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ten
tang Pembentukan Daerah~daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah j

3., Undang-undang <_No'fmor 12 Tahun 1985 tentang
Pa jak Bumi dan Bangunan j;

L. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975
tentang Pengurusan,'_ Pertangguﬁg jawaban
- dan Pengawasan Keuangan Daerah ;j
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Persturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu
paten, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pe
nyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah ;

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Ca
ra Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun
bagi Daerah Otonom ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 ten
tang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Perdapaten
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dz
erah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan &
dan Belanja Daerah ;

Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 ten
tang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Hzate
riil Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 197€ ten
tang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah ;

Peraturen Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 ten

‘tang Pelaksancan Pengelolaan Barang dan Materiil Dae

rah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 ten
tang Penguruman Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan
Bangunan j

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun

1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi
Keuangan Daecrah ;

Keputusan Mentori Dalam Negeri Nomor 507 - 360 tanggal
28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Dae
rah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

¢
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14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun
1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Admi
nistrasi Pendapatan Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984
tentang Langkah Peptama Pensinkronisasian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Penda
patan dan Belanja Negara ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tang
~* gal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk
~ dan Susunan Perubahan Anggeran Pendapatan dan Belan

ja Daerah j;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903~1319 tang

“rgal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputus

an Menteri Dalam Negeri. Nomor 903-603 tentang Pelck
sanaan Anggaran Pendepatan dan Belanja Daerzh j

18, Keputusan.Menterl Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985
tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelola
| an PEndapatan Daerah Hasil:Pajgk Bumi don Bangunan;

~l9. Yeputusan.Menterl “Dalam Neger1 Nomor 903-269 tang
gal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan
Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta perhitung
an Anggaran EEndapatgn1QQQn§elqn39 Dacrah ;

20, Keputusan'Mentéri 'Dalam Negeri Nomor 903=379 tang
gal 11 April 1987 tentang. Pengguncan Sistim Digit
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan
Daerah j

21, Keputuscn Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tang
gal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bantuk
dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah .
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Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/
672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 pe

rihal Pedomdn Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 1993/1994 ;

Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah Nomor ¢ 903/011366 tang
gal 15 Maret 1993 'tentang Pedoman Pe

‘nyusunan APBD -Tahun . Anggaran 1993/

1991+

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dae ’
rah Kabupaten Daergh Tlngkut IT Mege
lang: Nomoer 7 Tahun 1991 t:mggﬂ 6
Agustus 1991 tentang Peraturan Tatz
tertib Dewan Perwckilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tlngkat II t'iagelcns

Pembicaraan dalam Sidcng—sidang Pani
tia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat

‘Daersh Kabupaten Daerah Tingkat II Ma

gelang tonggal 17 sampai dengan 19 lia
ret 1993 ;

Pembicaraan dalam Sidang Paripurnc De
wan Perwekilan Rakyat Daerah - Kabupa
ten Daerah Tingkat II Magelang tang
gal 31 Maret 1993

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rak
yat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il

Magelang.

P.e. 4

m’IUTlBKANO ovwdase a’»ﬁ i w
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Menetapkeri ¢ PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DALRAH TINGKAT
11 MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1993/199.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Ang
garan 1993 ;99L\adalah scbesar Rp. 18.399.025,000,~ terdi
ri dari '

as PENDAPATAN :

- Pendapatan § o 18.399.025.,000,~
b, BELANJA : s
- Rutin Rpo 8 220 9Jl+om,

~ Pembangunan Rp, 10.178.091,000,~; Rp. 18.399.025.000,-

——*-———

Pasal 2
Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebegei berikut:

L Pendgpatan fike, & 7 Rpe  1e5%%e9%4.000,-

be BE IANJA g o s ] S
- Rutin  Rp. 1.594a94ks000,
- Pembzngunan Rp. o R L Saou

3R -_..__.—...

Pasal 3

(1) Rincian dari Ketentuan tersebut pada Pascl 1 dimuat
dalam lampiran A,

(2). Rincj-&n. LI B
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(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pa
sal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A,II/R
dan A.II/P,
(3) Contoh Rincian sebagaimane dimbkéud-a&af'(l) dan (2)
Pasal ini merupakan bagian yang tidek terpisahkan. .

Pasal 4 ‘ ' " o

Pasal - pasal yang akan dilckukan pergeseran sesuai Per
aturan Perundang-undangan y¢ng berlaku adalah sebagalnonﬁ
na daftar terlamplr.;; f VG o o

AT
4 H

Pasal 5
Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan
dari Pejabat yaong berwenang dan berlaku mulai tenggal
1 April 1993, : .

.Ditetapkan di : Kota Mungkid.
Pada tanggal : 31 Maret 1993.

DoP.R.D. - BUPATI KEPAIA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DATI II qAGEIANG MAGELANG
KETUA : |
ttd ttd
SUGIHARDJO MOHAMAD SOLIHIN
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DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 903/626/1993, tanggal 7 Juni 1992
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

ttd

ISMAIL

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor ¢ 5 Tehun 1993 ; Serie : D ; Nomor : &
Ymt. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOLECHAN, AS.

Pembina Tingkat I
NIP, 500 034 460
Ketua Bappeda.
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